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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Amandemen UUD 45 telah mengubah struktur ketatanegaraan secara 

mendasar. Kekuasaan dalam negara pun telah bergeser dari 

executive heavy menjadi legislative heavy, hal ini dapat di lihat pada 

reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai Presiden, 

sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan dalam ketentuan Pasal-Pasal 

mengenai DPR. Dalam hal pengangkatan Duta Besar kewenangan 

mutlak ada di tangan Presiden, hal ini sesuai dari isi Pasal 13 ayat (1) 

UUD 45 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang 

Hubungan Luar Negeri. DPR sebagai lembaga perwakilan yang 

mewakili rakyat hanya sekedar memberikan pertimbangan kepada 

calon Duta Besar dan konsul. 

2. Alasan pembatasan hak prerogatif presiden khususnya dalam hal 

pengangkatan duta besar beralasan dikarenakan kekuasaan yang 

begitu besar yang dimiliki oleh presiden dinilai oleh banyak kalangan 

sebagai penyebab ternyata pemerintahan yang otoriter, dan korup. 

Pemberian wewenang kepada DPR untuk ikut menentukan pejabat-

pejabat publik dilatarbelakangi oleh upaya pembalikan terhadap 

sistem yang dilakukan oleh Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. 

Pejabat publik saat era orde baru sepenuhnya ditentukan secara 

sepihak oleh Presiden Soeharto sehingga semua “bisa jadi” asal 
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diinginkan, disetujui, atau mau manut pada Presiden Soeharto. Yang 

tidak diinginkan dan dianggap berpotensi tidak manut pada Presiden 

Soeharto bias tersingkir dari pemerintahan 

 

B. Saran 

1. Kewenangan dalam pengangkatan duta besar sepenuhnya harus 

berada di tangan presiden. Penulis menghendaki agar DPR tidak 

dilibatkan dalam pemilihan pejabat publik khususnya dalam 

pengangkatan Duta besar, karena pertimbangan dan uji kelayakan 

yang di lakukan oleh DPR tidak  neningkatkan kualitas calon, justru 

menambah kesempatan politik uang.  

2. Pembatasan hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan Duta 

Besar untuk mereduksi terjadinya otoriter seperti pada pemerintahan 

orde baru bukanlah suatu alasan yang benar, sistem ketatanegaraan 

haruslah ditata ulang. Kesalahan akibat proses amandemen UUD 45 

harus diperbaiki dan di revisi. DPR tidak perlu ikut memilih pejabat 

dilingkungan eksekutif di bawah kekuasaan presiden karena bisa 

mempolitisasi  fungsi lembaga tersebut. 
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